PEMERINTAH KOTA BEKASI

SEKRETARIAT DPRD

JI. Chairil Anwar No. 112 Telp. (021) 88355762
BEKASI

KEPUTUSAN SEKRETARIS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR : 100.3.3.6.3559/SETWAN.PK

TENTANG
PETA PROSES BISNIS

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

TAHUN 2024-2026

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI,

Menimbang

Mengingat

elis

bahwa dengan telah ditetapkannya Peta Proses Bisnis
Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 melalui
Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 000.8.3./Kep.559-
org/XIl/2024 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah
Kota Bekasi Tahun 2024-2026, perlu disusun peta
probis pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Bekasi;

bahwa untuk mencapai sasaran Rencana Strategis
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Bekasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota
Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi, perlu
disusun peta proses bisnis Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Kota
Bekasi Tahun 2024-2026;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3663);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);




Memperhatikan

10.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2025 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
Y57}

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Probis Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016
tentang Urusan  Pemerintahan yang  Menjadi
Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah
Kota Bekasi Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 7)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun
2024 tentang Perubahan kelima empat Atas Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024
Nomor 6);

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021
tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Bekasi (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 100 Seri D);
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi
Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun
2023 Nomor 9);

Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota
Bekasi Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Daerah
Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 37).

. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 000.8.3.1/Kep.559-

Org/XI1/2024 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota
Bekasi Tahun 2024-2026;

. Berita Acara Rapat Nomor : 050/165/PK tanggal 30

Desember 2024 tentang Rapat Koordinasi Penyusunan
Peta Proses Bisnis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan:

MEMUTUSKAN:

. Menetapkan Peta Proses Bisnis Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026

: Peta Proses Bisnis Sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

. Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU, terdiri atas:

1. Peta Proses Bisnis Level 0 memuat seluruh proses bisnis
pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Bekasi yang merupakan turunan dari Peta Proses Bisnis
Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;

2. Peta Proses Bisnis Level 1 merupakan Penjabaran/
turunan dari peta proses bisnis Level 0, yang
menggambarkan proses rinci yang dilakukan oleh
masing-masing proses di level O;

3. Peta Proses Bisnis Level Selanjutnya (level n) merupakan
Penjabaran/turunan dari proses bisnis level 1 dan
diturunkan sampai dengan level terkecil : dan

4. Peta Lintas Fungsi / Cross Functional Map (CFM),
merupakan peta yang menggambarkan rangkaian kerja
lintas wunit / fungsi yang saling berhubungan dan
membentuk suatu proses kerja.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan serta akan diadakan perubahan
apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 23 Juni 2025

SEKRETARIS
N PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR

KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026

:\OD- 3.2. ©b.235C9/ SETWAN - PK .
TENTANG PETA PROSES BISNIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PETA PROSES BISNIS SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI
TAHUN 2024-2026

Proses Bisnis Level 0 Sekretariat DPRD Kota Bekasi

SETWAN 01 SETWAN 02 SETWAN 03 ~ SETWAN 04 _ SETWAN 05
Fasilitasi Fungsi Legislatif Fasilitasi Fungsi Fasilitasi Fungsi Fasilitasi Peningkatan Fasilitasi Pembahasan
Penganggaran Pengawasan Kapasitas DRPD Dan Persetujuan Kerja
Sama
P4
E [+] [+] [+] [+] [+]
wv
o
-l
i
E SETWAN 06 SETWAN 07
Penyerapan Dan Dialog dan
Penghimpunan Audensi
Aspirasi Masyarakat
Paraf Koordinasi
Kabag Program dan Keuangan )4
Kabag Organisasi R Qo




Proses Bisnis Level 1 Sekretariat DPRD Kota Bekasi

SETWAN 01

SETWAN 01
Fasilitasi Fungsi Legislatif

SETWAN 01.01
Penyusunan dan
Pembahasan Program
Pembentukan Peraturan
Daerah

[+]

SETWAN 01.02
Pembahasan
Rancangan Peraturan
Daerah

[+]

Paraf Koordinasi

Kabag Program dan Keuangan

Kabag Organisasi

X




Proses Bisnis Level 2 Sekretariat DPRD Kota Bekasi

SETWAN 01.01

SETWAN 01.01
Penyusunan dan Pembahasan Program

Pembentukan Peraturan Daerah

SETWAN 01.01.01
Penyusunan Perda
usulan
pemerintah

[#]

SETWAN 01.01.02
Penyusunan Perda
inisiatif DPRD

[+]

Paraf Koordinasi

Kabag Program dan Keuangan

Kabag Organisasi

&

B~




CFM SETWAN 01.01.01
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CFM SETWAN 01.01.02
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CFM SETWAN 01.02
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Proses Bisnis Level 1 Sekretariat DPRD Kota Bekasi
SETWAN 02

SETWAN 02
Fasilitasi Fungsi Penganggaran

SETWAN 02.01
Pembahasan
KUA dan PPAS

[+]

SETWAN 02.02
Pembahasan APBD

[+]

Paraf Koordinasi

Kabag Program dan Keuangan

Kabag Organisasi

ik




CFM SETWAN 02.01
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CFM SETWAN 02,02
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Proses Bisnis Level 1 Sekretariat DPRD Kota Bekasi
SETWAN 03

SETWAN 03 (FASILITASI FUNGSI
PENGAWASAN)

SETWAN 03.01
Pengawasan
Urusan
Pemerintahan

[+]

SETWAN 03.02
Pembahasan Laporan
Pertanggungjawaban

Kepala Daerah

[+]

Paraf Koordinasi

Kabag Program dan Keuangan

Kabag Organisasi

®




CFM SETWAN 03.01
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Proses Bisnis Level 2 Sekretariat DPRD Kota Bekasi
SETWAN 03.02

SETWAN 03.02 (PEMBAHASAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH)

SETWAN 03.02.01
Penyerahan LKPJ
Kepala Daerah
Kepada DPRD

[+]

SETWAN 03.02.02
Rekomendasi
DPRD Atas LKPJ
Kepala Daerah

[+]

Paraf Koordinasi

Kabag Program dan Keuangan

Kabag Organisasi

k




CFM SETWAN 03.02.01
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CFM SETWAN 03.02.02

CFM SETWAN 03.02.02 (REXOMENDASI DPRD ATAS LKP) KEPALA
DAERAH)
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Proses Bisnis Level 1 Sekretariat DPRD Kota Bekasi

SETWAN 04

SETWAN 04 (FASILITASI
PENINGKATAN KAPASITAS DPRD)

SETWAN 04.01
Orientasi
Anggota DPRD

[+]

SETWAN 04.02
Pendalaman Tugas
DPRD

[+]

Paraf Koordinasi

Kabag Program dan Keuangan

Kabag Organisasi

X
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CFM SETWAN 04.01

CFM SETWAN 04.01 (ORIENTASI DPRD)

Permohonan
Fasilitasi Orientasi

{C’ Verifikasi

Kelengkapan
Persyaratan

&embuatan Dan

Penyampai Surat

=)

BPSDM PROVINSI

[Henyampaian

Surat Undangan
Koordinasi
Pelaksanaan

Sl Sertifikat

Orientasi

Paraf Koordinasi

Kabag Program dan Keuangan

Kabag Organisasi

X




CFM SETWAN 04.02

CFM SETWAN 04.02 (PENDALAMAN TUGAS DPRD)
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Proses Bisnis Level 1 Sekretariat DPRD Kota Bekasi

SETWAN 05

SETWAN 05 (FASILITASI PEMBAHASAN DAN
PERSETUJUAN KERJASAMA)

SETWAN 05.01 Persetujua
Keria Sama Luar Negeri

[+

SETWAN 05.02
Persetujuan Kerja
Sama dengan Daerah
Lain

[#]

Paraf Koordinasi

Kabag Program dan Keuangan

Kabag Organisasi
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CFM SETWAN 05.01
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CFM SETWAN 05.01 (PERSETUJUAN KERJA SAMA LUAR
NEGERI
SETDA

Paraf Koordinasi
Kabag Program dan Keuangan .
Kabag Organisasi 1




CFM SETWAN 05.02

CFM SETWAN 05.02 (PERSETUJUAN KERJA SAMA
DENGAN DAERAH LAIN

SETWAN

b
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Penolakan

e
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Paraf Koordinasi

Kabag Program dan Keuangan

Kabag Organisasi
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Proses Bisnis Level 1 Sekretariat DPRD Kota Bekasi

SETWAN 06

ASPIRASI MASYARAKAT)

SETWAN 06 (PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN

SETWAN 06.01
Pelaksanaan Reses

[+

SETWAN 06.02

Penyusunan
Pokok-Pokok
Pikiran

[#]

Paraf Koordinasi

Kabag Program dan Keuangan

Kabag Organisasi
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CFM SETWAN 06.01
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CFM SETWAN 08.02
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Proses Bisnis Level 1 Sekretariat DPRD Kota Bekasi

SETWAN 07

2

¥

SETWAN 07 (DIALOG DAN AUDIENSH)

SETWAN 07.01
Penerimaan
Demonstrasi

[#

SETWAN 07.02
Dengar Pendapat

[#

Paraf Koordinasi

Kabag Program dan Keuangan

Kabag Organisasi
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CFM SETWAN 07.01
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CFM SETWAN 07.02
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MATRIKS LEVEL DAN PENGAMPU

TVEL

T Fasilitasi Fungsi
Legislasi

LT

Penyusunan dan

Periyusunan Pefkda’

Penyusuriaﬁ ?erda

Baglan Persuiangah ”

Pembahasan Usulan Pemerintah Usulan Pemerintah | dan Perundang-
Program undangan
Pembentukan
Peraturan Daerah
(Perda)
P.1.1.2 | Penyusunan Perda Penyusunan Perda | Bagian Persidangan
Inisiatif DPRD Inisiatif DPRD dan Perundang-
undangan
P.1.2 | Pembahasan Pembahasan Bagian Persidangan
Rancangan _ _ Rancangan dan Perundang-
Peraturan Daerah Peraturan Daerah undangan

(Perda)

(Perda)

Paraf Koordinasi

Keuangan

Kabag Program dan /

Kabag Organisasi {
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LEVEL O LEVEL 1 LEVEL 2 CFM PENGAMPU

P.2 | Fasilitasi Fungsi P.2.1 | Pembahasan KUA J Pembahasan KUA Bagiah Fasilitasi

Penganggaran dan PPAS N L dan PPAS Penganggaran dan
Pengawasan

P.2.2 | Pembahasan APBD = . Pembahasan APBD | Bagian Fasilitasi

Penganggaran dan
Pengawasan

P.3 | Fasilitasi Fungsi P.3.1 | Pengawasan Urusan Pengawasan Bagian Fasilitasi

Pengawasan Pemerintahan Urusan Penganggaran dan
Pemerintahan Pengawasan

P.3.2. | Pembahasan P.3.2.1 | Penyerahan LKPJ Penyerahan LKPJ Bagian Fasilitasi

Laporan Kepala Daerah Kepala Daerah Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Kepada DPRD Kepada DPRD Pengawasan

Kepala Daerah

Paraf Koordinasi

Keuangan

Kabag Program dan

Kabag Organisasi j
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LEVEL O

i

LEVEL 2

CFM

. PENGAMPU

P.3.0.2

Rekomendaéi
Atas LKPJ Kepala

Daerah

DPRD

: f’ehyerahan

LKPJ Kepala
Daerah Kepada
DPRD

Bagian Persidén’gan dan
Perundang-undangan

P.4 | Fasilitasi P.4.1 | Orientasi DPRD o 5 Orientasi Bagian Umum
Peningkatan DPRD
Kapasitas DPRD
P.4.2 | Pendalaman Tugas o) 4 Pendalaman Bagian Umum
DPRD Tugas DPRD
P.5 | Fasilitasi P.5.1 | Persetujuan Kerja - 4 Persetujuan Bagian Persidangan dan
Pembahasan Sama Luar Negeri Kerja Sama Perundang-undangan

Persetujuan Kerja
Sama

Luar Negeri

Paraf Koordinasi

Kabag Program dan /
Keuangan

Kabag Organisasi J




. ILEVEL 0 LEVEL 1 LI IEVET 2 . CEM PENGAMPU
P.S.Q | Persetujuan Kerja ’ g Persetujuan Baglan Peréiaangan dan
Sama Dengan Kerja Sama Perundang-undangan
Daerah Lain Dengan Daerah
Lain
P.6 | Penyerapan dan P.6.1 | Pelaksanaan Reses = Pelaksanaan Bagian Penganggaran
Penghimpunan Reses dan Pengawasan
Aspirasi
Masyarakat
P.6.2 | Penyusunan Pokok- iy Penyusunan Bagian Penganggaran
Pokok Pikiran Pokok-Pokok dan Pengawasan
Pikiran
P.7 | Dialog dan P.7.1 | Pelaksanaan _ Pelaksanaan Bagian Persidangan dan
Audiensi Demonstrasi Demonstrasi Perundang-undangan

Paraf Koordinasi

Kabag Program dan
Keuangan

Kabag Organisasi } M



LEVEL O LEVEL 1 LEVEL 2 ; CFM PENGAMPU
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